DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA MADIUN

KONSEKUENSIT
NO|  URAIAN INFORMASI DASAR HUKUM AKIBAT BILA INFORMASI | MANFAAT BILA INFORMASI RETENSI WAKTU
DIBUKA RITUTUP
1 2 3 4 5 6
1 (Data Pribadi Pegawai ASN, Undang - undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Data pribadi pegawai dapat Melindungi Data pribadi pegawai Tidak Terbatas
Kontrak dan Upahan. keterbukaan informasi publik Pasat 17 Huruf g dan h disalah gunakan
2 |Data Pribadi Anggota Linmas  |> Undang - undang No 14 Tahun 2008 tentang Data pribadi pegawai dapat Melindungi Data pribadi Anggota Tidak Terbatas
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; disalahgunakan Linmas
> Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
3 |Dokumen terkait sanksi Undang - undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Melanggar Kode Etika Pegawai Sesuai Aturan Tidak Terbatas
penjatuhan hukuman disiplin | keterbukaan informasi publik Pasai 17 Huruf g dan h
atau pelanggaran etika pegawai
4 |SKP ( Penilaian Pegawai ) Undang - undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Sesuai Aturan Aman Tidak Terbatas
keterbukaan informasi publik Pasal 17 Huruf g dan h
5 |Surat Rahasia Kode X Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Melanggar Aturan Aman Tidak Terbatas
Keterbukaan Informasi Publik
6 |Semua Username & Password |Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keamanan Data Aman Selamanya
Aplikasi, Website, dan Media  |Keterbukaan Informasi Publik & Undang - undang Nomor
Sosial Resmi 11 Tahun 2008 tentanq ITE
7 |Data identitas pelapor dan > Undang - undang No 14 Tahun 2008 tentang > Data Pelapor dan Terlapor Aman Tidak Terbatas

terlapor pelanggaran dan
pengaduan terkait dengan
ketentraman dan ketertiban
umum dan pemadam
kebakaran dan penyelamatan

Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;

> Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;

>Undang - undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

> Permenpan PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

> Peraturan menteri dalam negeri 54 Tahun 2011 tentang
Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Aman
> Penyalahgunaan oleh pihak
yang tidak bertanggungjawab
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8 |Data pribadi pelanggaran > Undang - undang No 14 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan oleh pihak yang Keamanan data pelanggaran > Identitas pribadi ditutup
peraturan daerah dan yustisi  |Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; tidak bertanggungjawab terjaga dengan baik dapat dibuka jika diperlukan
terkait data pribadi dapat > Undang - undang Nomor 43 tahun 2009 tentang oleh pihak berwenang;
dikenai sanksi administratif atau|Kearsipan pasal 44 ayat 1; > Data yang dibuka hanya
pidana sesuai dengan > Peraturan menteri dalam negeri 54 Tahun 2011 tentang secara jumlah pelanggar
ketentuan UU Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

9 |Data identitas pemohon Undang - undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Terjadi penyalahgunaan data Dapat dibuka jika mendapatkan Tidak Terbatas
informasi penelitian di satpol PP | Informasi Publik & Undang - undang No 11 Tahun 2008 pribadi izin yang bersangkutan

10 |RKA Permendagri No.52 tahun 2015 tentang Pedoman Menimbulkan penilaian yang tidak | Penetapan nilai Anggaran yang Tidak Terbatas

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah objektif karena data masih bisa akurat
dan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi berubah sebelum manjadi DPA

11 |Segala jenis laporan yang Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keamanan Data Aman Tidak Terbatas
belum di tanda tangani dan di |Keterbukaan Informasi Publik
ijinkan oleh pimpinan untuk di
informasikan

12 |Data pribadi korban Bencana |Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan oleh pihak yang | Keamanan data korban terjaga Tidak Terbatas
Kebakaran Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a. tidak bertanggung jawab dengan baik

13 |Rencana Operasi Penertiban / [Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang > Gagalnya Operasi Penertiban; Menurut sifatnya rahasia Terbatas / sampai selesainya
Penindakan dan Penegakkan Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a dan I; > Dapat menghambat proses Pelaksanaan Operasi
Peraturan daerah pada obyek penegakan hukum;
tertentu > Dapat menghambat proses

penyusunan kebijakan.
14 |Berkas tipiring Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat menghambat proses Menurut sifatanya rahasia Dapat dibuka jika ada
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf a; penegakan hukum. permintaan dari pihak
berwenang

Madiun, 22 Februari 2024

PAMONG PRAJA DAN
RAN KOTA MADIUN




